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ABSTRAK 
 
MEUTIA NADJIB, B111 09 122, Bagian Hukum Pidana Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin : Tinjauan Kriminologi terhadap 
Kejahatan Pengedaran Uang Palsu yang Dilakukan oleh Anak (Studi 
Kasus di Pengadilan Negeri Makassar), dibimbing oleh M. Syukri 
Akub dan Abd. Azis.  
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor - 
faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pengedaran uang 
palsu serta  mengetahui upaya penanggulangan pengedaran uang palsu 
yang dilakukan anak.  
 Penulisan ini dilakukan di Makassar dengan mengambil lokasi di 
Pengadilan Negeri Makassar. Sumber data yang penulis gunakan adalah 
dataprimer, yaitu data diperoleh langsung dari pihak Pengadilan Negeri 
Makassar dan sumber data sekunder, yaitu data ini diperoleh dari hasil 
penelitian kepustakaan yakni dengan mempergunakan dan 
mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab bacaan baik dari perpustakaan 
maupun dari toko-toko buku yang ada hubungannya atau relevansinya 
dengan pembahasan skripsi ini, serta mempergunakan sumber-sumber 
lain yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya dengan melalui 
penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang 
menjadi sampel penelitian.  
Temuan yang diperoleh dari penulisan ini antara lain : (1) Dalam 
penulisan yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui, bahwa faktor-faktor 
yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pengedaran uang palsu 
didasarkan atas faktor kondisi ekonomi sosial, faktor rendahnya tangkat 
pendidikan, dan faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat 
(2) Upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan 
pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh anak pada umumnya di Kota 
Makassar adalah upaya preventif dan upaya represif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian 
terhadap perubahan sosial. Disatu pihak perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi 
kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain akan melahirkan 
penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang 
berdampak pada timbulnya suatu kejahatan. 
Dalam konteks pemikiran ini, banyak upaya-upaya yang telah 
dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan atau 
penanggulangan, namun kenyataannya masih saja muncul beberapa 
kejahatan, bahkan sejak beberapa tahun terakhir. Perkembangan 
kejahatan semakin marak, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi 
kualitas, dengan modus operandi yang berbeda-beda.  
Demikian pula dengan seseorang yang melakukan kejahatan, 
namun berbeda dalam cara untuk mencapai keinginan itu. Manusia dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, sering 
menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan norma-norma yang  
berlaku di masyarakat. 
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Mengapa kejahatan kekerasan terjadi dan bagaimana 
memberantasnya merupakan persoalan yang tidak ada hentinya 
diperdebatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi kejahatan 
menjadi gambaran lain dari keberadaan dalam kehidupan manusia, 
seperti desakan dari diri sendiri dan desakan yang timbul dari luar diri 
manusia. Adapun kerugian yang diderita pada tubuh seseorang akan 
terjadi, jika misalnya seorang dianiaya orang lain sedemikian rupa 
sehingga salah satu anggota dari tubuhnya tidak dapat digerakkan. 
Menjadi suatu dilema sebab pada dasarnya kejahatan itu merupakan 
dunia sendiri yang mempunyai berbagai macam permasalahan, seperti 
masalah sosial, ekonomi, politik, dan psikologis.  
Desakan antara unsur jasmani dan rohani, yaitu adanya nafsu ingin 
memiliki yang tidak pernah terpenuhi akan mengganggu stabilitas rohani, 
maka terjadilah satu ketidakseimbangan antara jasmani dan rohani, 
sehingga mengakibatkan hilangnya pertimbangan-pertimbangan moral 
dan akhirnya tindakan kejahatan tidak dapat terelakkan. 
Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan 
oleh manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan 
perbuatan jahat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. 
Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita 
maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. 
Selain itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan 
kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa 
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dampak negatif. Semua manusia mempunyai keinginan yang sama yaitu 
keinginan untuk hidup secara layak dan mampu memberikan kehidupan 
untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.  
Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi yakni tindak pidana 
dalam melakukan mengedarkan uang palsu, merupakan upaya lanjutan 
dari tindak pidana pemalsuan uang. Tindak pemalsuan atau pembuatan 
guna mengadakan atau perubahan pada uang yang ada saat ini, baik 
mengenai bahan maupun mengenai tulisannya. Misalnya uang yang 
berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali cetakan atau 
tulisan nilai nominalnya yang berbeda. Sehingga bagaimanapun juga 
perubahan terhadap nilai nominal teersebut adalah tindakan pemalsuan. 
Kesengajaan terlihat pada perbuatan meniru, yaitu membuat sesuatu 
yang menyerupai uang yang berlaku. Dengan kesengajaan tersebut, tidak 
lain menjadi tujuan dengan maksud untuk mengedarkannya.  
Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi 
perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana : 
a. Pelakumempunyai niat/maksud dengan menggambarkan 
keadaan yang tidak benar itu seolah-oleh benar 
mempergunakan sesuatu data yang tidak asli seolah-olah asli, 
hingga orang lain percaya bahwa data tersebut adalah benar 
dan asli dan karenanya orang lain terperdaya. 
b. Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain sebaliknya dari berbagai jenis 
perbuatan penipuan. 
c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya 
umum. 
 
Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk 
membahasnya dalam bentuk skripsi berjudul “Tinjauan Sosio-Yuridis 
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Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu yang Dilakukan oleh 
Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang 
masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai 
berikut:  
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab anak melakukan kejahatan 
pengedaran uang palsu? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian 
terhadap anak yang melakukan kejahatan pengedaran uang palsu? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor yang menyebabkan 
anak melakukan kejahatan pengedaran uang palsu 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pengedaran uang palsu 
yang dilakukan anak.  
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D. Manfaat Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian akan menjadi 
bahan masukan dalam rangka mengambil langkah-langkah 
antisipatif guna menanggulangi kejahatan pengedaran, khususnya 
yang dilakukan terhadap anak. 
2. Memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
HukumPidana pada umumnya dan pengembangan kriminologi 
pada khususnya.   
3. Dapat menjadi sumbangan pemikiran penelitian dalam bidang 
yang sama pada masa yang akan datang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Sosio-Yuridis 
1. Pengertian Sosio-Yuridis 
Sosiologi Hukum di awali oleh Anzilloti pada Tahun 1882 yaitu yang 
memperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum dan juga 
dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi 
hukum. Dimana filsafat hukum adalah yang menjadi penyebab lahirnya 
sosiologi hukum yaitu aliran Positivisme yang artinya hukum itu tidak boleh 
bertentangan dengan ketentuan yang lebih diatas derajatnya dengan 
maksud bahwa yang paling bawah adalah Putusan Peradilan dan 
diatasnya adalah Undang-Undang dan Kebiasaan dan diatasnya lagi 
adalah Konstitusi dan diatasnya lagi adalah Grundnorm yaitu dasar atau 
basis sosial dari hukum yang merupakan salah sat obyek pembahasan 
didalam sosilogi hukum. Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan 
Ilmu Hukum yang menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial, 
banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Kemudian sosiologi 
yang berorientasi pada hukum menurut pendapat Emile Durkheim, Max 
eber, Roscoe Pound yang berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat 
selalu ada solideritas, ada yang solideritas organi dan ada solideritas 
mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana, hukumnya bersifat 
reprensip yang diasosiasikan seperti dalam hukum pidana. Sedangkan 
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solideritas organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern, hukumnya 
bersifat restitutif yang daisosiakian seperti dalam hukum perdata. 
Dengan demikian dalam upaya pembangunan sistim hukum harus 
memperhatikan Konsitusi dan Kebiasaan yang hidup didalam masyarakat, 
karena jika hukum positif yang diberlakukan didalam masyarakat tidak 
sejalan dan bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat 
maka dapat dipastikan hukum posirif atau undang-undang tersebut tidak 
dapat berjalan dengan efektif. 
Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 
secara analistis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari 
hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejalan sosial lainnya. 
(menurut Soerjono Soekanto). Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya 
baha sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum pada 
pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. (menurut Satjipto 
Raharjo). Kemudian sosiologi hukum di Indonesia berkembang dan 
menurut R. Otje Salman bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang 
mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala 
sosial lainnya seara empris analitis.  
Analisa sosiologi yang berdasarkan metode pendekatan dan fungsi 
hukum, pada pokoknya terdapat unsur-unsur seperti sosiologi hukum 
pendekatan intrumental, pendekatan hukum alam dan karakteristik kajian 
sosiologi hukum. dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi 
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hukum, perbandingan yuridis empris dan yuridis normatif, hukum sebagai 
sosial kontrol serta hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, 
merupakan tolak ukur terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang 
hidup didalam masyarakat, apakah norma atau kaidah tersebut dipatuhi 
atau untuk dilanggar, apabila dilanggar bagaimana penerapan sanksi, 
bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Norma atau kaidah yang 
hidup didalam masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal 
maupun eksternal dari masyarakat itu sendiri. 
Tujuan dan maksud dalam membahas serta menganalisa tentang 
sosiologi hukum, secara tidak sadar meresap dan hidup didalam 
kehidupan masyarakat baik secara internal maupun secara eksternal 
didalam melakukan interaksi sosial, yaitu dengan menggunakan metode 
pendekatan sosiologi hukum dan perbandingan yuridis empris dengan 
yuridis normatif adalah merupakan standarisasi sebagai objek pokok 
pembahasan sosiologi hukum. 
Jelas terlihat berdasarkan definisi para ahli diatas, sosiologi hukum 
adalah segala aktifitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya. 
 
2. Ruang Lingkup Sosio Yuridis 
Sosiologi hukum didalam ilmu pengetahuan, bertolak pada apa 
yang disebut disiplin ilmu, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan, yang 
meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum (perskriptif). Disiplin analitis, 
contohnya adalah sosilogis, psikologis, antropologis, sejarah. Sedangkan 
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disiplin hukum meliputi ilmu-ilmu hukum yang terpecah menjadi ilmu 
tentang kaidah atau patokan tentang prilaku yang sepantasnya, 
seharusnya, ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem dari 
pada hukum dan lain-lain. 
Terdapat beberapa pendekatan dalam sosiologi hukum, 
diantaranya : 
1. Pendekatan Instrumental. 
Menurut pendapat Adam Podgorecki yang dikutip oleh Soerjono 
Soekanto yaitu bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin 
ilmu teoritis yang umumnya mempelajari ketentraman dari 
berfungsinya hukum, dengan tujuan disiplin ilmu adalah untuk 
mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari 
secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang mempunyai 
dasar yang akurat. 
2. Pendekatan Hukum Alam. 
Menurut Philip Seznik yaitu bahwa pendekatan instrumental 
merupakan tahap menengah dari perkembangan atau 
pertumbuhan sosiologi hukum dan tahapan selanjutnya akan 
tercapai, bila ada otonomi dan kemandirian intelektual. Tahap 
tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan 
sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada 
ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahapan ini, seorang sosilog 
harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat 
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menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu 
sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada 
keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. 
(Rule of Law menurut Philip Seznick). 
Suatu tatanan hukum pasti memiliki dasar-dasar sosial dari hukum 
tersebut atau biasa disebut sebagai basis sosial dari hukum, misalnya 
hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan 
ciri-ciri adalah musyawarh/mufakat dan kekeluargaan. Sedangkan efek-
efek hukum terhadap gejala sosial adalah UU anti rokok, UU Narkoba , 
UU Hak Asasi Manusia dan lain-lain sebagainya. Dengan tidak terlepas 
dari pendekatan instrumental dengan bertujuan untuk mendapatkan 
prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan 
dogmatis dan Pendekatan Hukum Alam dan kritik terhadap pendekatan 
positivistik 
Tujuan utama sosiologi hukum yaitu mengkaji fenomena hukum 
didalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, 
pengungkapan (revealing) dan prediksi. Karakteristik kajiannya adalah 
dimana sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap 
praktek-praktek hukum yang dibedakan kedalam pembuatan undang-
undang, penerapan dalam pengadilan, mempelajari dan bagaimana 
praktek yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum. Sosiologi 
hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa sosial masyarakat itu 
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terjadi, sebab-sebab, faktor-faktor yang berpengaruh dan sebagainya. 
Kemudian sosiologi hukum menguji kesahihan empiris dari sautu 
peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu 
hukum yang sesuai atau tidak sesuai di masyarakat tertentu. 
 
B. Kejahatan 
1. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan 
telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu 
pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu 
jawaban penyelesaian yang memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, 
sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab 
kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab 
pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan 
orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya 
perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem 
bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat 
kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum 
dapat dipecahkan sampai sekarang. 
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Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa : 
“Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) 
faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis 
kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, 
kecerobohan, dan keteransingan), dan (2) faktor situasional, seperti 
situasi konflik, faktor tempat dan waktu” 
 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah 
aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan 
sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, 
seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang 
dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang 
tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan 
dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, 
tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab 
kejahatan secara teoritis ilmiah. 
Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke 
Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi 
aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa 
senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik 
dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk 
memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, 
setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan 
kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun 
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dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. 
Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan 
bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. 
Sementara itu Bentham (Weda, 1996:15) menyebutkan bahwa the act 
which i think will give me mosi plesseru. Dengan demikian, pidana yang 
berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan 
diperoleh. 
Aliran kedua adalah kartographik para tokoh aliran ini antara lain 
Quetet dan Querry. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke 
inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada 
wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini 
berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi 
sosial yang ada. 
Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marx dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada 
determinisme ekonomi (Bawengan, 1974:32). Menurut para tokoh aliran 
ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang 
diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan 
faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan. 
Aliran keempat adalah tipologik. Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini yaitu Lambrossin. Mental tester, dari psikiatrik yang 
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mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai 
asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada 
sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu 
berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat 
kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi 
dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain 
yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut 
(Dirjosisworo, 1994:32). 
Ketiga kelompok tipologi ini berbeda satu dengan yang lainnya 
dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan 
penjahat. Menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia yang 
dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa “criminal is born not 
made” (Bawengan, 1974). 
Ada beberapa proposisi yang di kemukakan oleh Lambroso, yaitu : 
(1) penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda, (2) tipe 
ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang 
asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut 
panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit tanda ada bersamaan 
jenis tipe penjahat, tiga sampai lima diragukan dan di bawah tiga mungkin 
bukan penjahat, (3) tanda-tanda lahirilah ini bukan merupakan penyebab 
kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai perilaku kriminal. 
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Ciri-ciri ini merupakan pembaharuan sejak lahir, (4) karena adanya 
kepribadian ini, maka tidak dapat menghindar dari melakukan kejahatan 
kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan, dan (5) 
penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat 
dibedakan oleh tanda tertentu. 
Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran mental 
tester. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut 
Goddart (Weda, 1996:18), setiap penjahat adalah orang yang 
feeblemindedness (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini 
tidak dapat pula menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak 
merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan 
kejahatan. 
Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih 
menekankan pada unsur psikologi, yaitu pada gangguan emosional. 
Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu 
pokok ajaran ini lebih mengacu organisasi tertentu daripada kepribadian 
seseorang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh 
jahat tetap akan menghasilkan kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-
situasi sosial. 
Aliran sosiologis menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan 
memberikan interpretasi, bahwa kejahatan sebagai “a function of 
environment”. Tema sentral aliran ini adalah “that criminal behaviour 
results from the same processes as other social behaviour”. Bahwa proses 
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terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, 
termasuk tingkah laku yang baik. Salah seorang tokoh aliran ini adalah 
Sutherland. Ia mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari di dalam 
lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial dipelajari dengan berbagai 
cara. 
Munculnya teori Asosiasi diferensial oleh Sutherland ini didasarkan 
pada sembilan proposisi (Atmasasmita, 1995:14-15) yaitu : 
a. Tingkah laku kriminal dipelajari 
b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang 
lain dalam suatu proses komunitas. 
c. Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal 
itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/ dekat. 
d. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu 
termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang 
sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, 
dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap. 
e. Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari 
melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia 
menguntungkan atau tidak. 
f. Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang 
menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-
definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum. 
g. Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari 
frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya. 
h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi 
dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua 
mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain. 
i. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena 
tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-
kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. 
 
Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini 
memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya. 
Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab 
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utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian 
label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu 
pada masyarakatnya (dirdjosisworo, 1994:125). 
Menurut Tannenbaum (Atmasasmita 1995:38) mengemukakan 
bahwa,“kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kekurang 
mampuan seseorang tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk 
menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya”. 
Lemert (Purnianti, 1994:123) mengemukakan bahwa, 
“menunjukkan adanya hubungan pertalian antara proses stigmatisasi, 
penyimpangan sekunder dan konsekuensi kehidupan karir pelaku 
penyimpangan atau kejahatan. Yang diberi label sebagai orang yang 
radikal atau terganggu secara emosional berpengaruh terhadap bentuk 
konsep diri individu dan penampilan perannya”. 
Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah 
pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, 
dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam 
setiap masyarakat (Sahetapy, 1992:37). Aspek budaya dan faktor 
struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam 
masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis 
sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini 
berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh 
luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua 
elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam 
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masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat 
dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural 
dalam masyarakat yang bersangkutan.                  
Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya 
berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 
penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut 
sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori 
lainnya. 
Made Darma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori 
kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut : 
1.   Teori Klasik 
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan 
tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. 
Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan 
pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia 
berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana 
yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. 
  
Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa: 
“Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. 
That the act which I do is the act which I think will give me most 
pleasure”. 
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Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk., 1994:21) menyatakan bahwa: 
“Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima 
hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya 
miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya. Hukuman 
yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi 
suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut”. 
 
Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang 
dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai 
kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria 
adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.  
Pendapat ekstrim tersebut (Purniati dkk., 1994:21) dipermak 
menjadi dua hal: 
1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas 
dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk 
memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.  
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi 
secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan. 
 
Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang 
pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat 
dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya 
peristiwa- peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. 
2.    Teori Neo Klasik. 
Menurut Made Darma Weda (1996:15) bahwa: 
“Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau 
pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak 
menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tenteng sifat-sifat 
manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu 
bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang 
berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas 
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perbuatan-parbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa 
katakutannya terhadap hukum”. 
 
Ciri khas teori neo klasik (Made Darma Weda,1996:15) adalah 
sebagai berikut 
1. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. 
Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh: 
a. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau 
lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk 
memperlakukan kehendak bebasnya. 
b. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan 
kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang 
aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama 
kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada 
residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan 
oleh karenanya harus dihukum dengan berat. 
2. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini dapat 
berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-
keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu. 
3. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk 
memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab 
sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggung 
jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, 
kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi 
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pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan 
kejahatan. 
4. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara 
pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk 
menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang 
benar dan salah. 
Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo-
klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, 
yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing 
terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori – teori 
neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap 
perilaku/ tingkah laku manusia. 
Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh 
kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk 
yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan 
intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya. 
Menurut A.S.Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa : 
“Teori-teori klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu 
menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan 
kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak 
dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggungjawab 
atas perbuatannya”. 
 
 
3. Teori Kartografi/Geografi 
Teori kartografi  yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. 
Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering 
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pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini 
adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara 
geografis maupun secara sosial.  
 Menurut   Made Darma Weda (1996:16) bahwa: 
“Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial 
yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul 
disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri”. 
4.    Teori Sosialis 
Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh 
aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih 
menekankan pada determinasi ekonomi.  
Menurut para tokoh ajaran ini (Made Darma Weda 1996:16) bahwa: 
 “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang 
tidak seimbang dalam masyarakat.”  
Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) 
berpendapat bahwa: 
 “Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu 
makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan 
kejahatan.” 
 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan 
kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. 
Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial 
akan mengurangi terjadinya kejahatan. 
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5. Teori Tipologis 
Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut 
dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut 
mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai 
asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang 
tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut: 
a.    Teori Lombroso/Mazhab Antropologis 
Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso 
(Made Darma Weda 1996:16-17) bahwa:  
“Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir 
(criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas 
seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana 
sangat berbeda dengan manusia lainnya”. 
Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso 
(Made Darma Weda, 1996:16) yaitu: 
1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda; 
2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti 
tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung 
yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap 
rasa sakit; 
3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan 
tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai perilaku kriminal; 
4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar 
dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan 
kesempatan tidak memungkinkan; 
5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti 
pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-
ciri tertentu. 
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Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam 
persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian 
membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le lois de'l imitation). 
Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat 
penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring (Made 
Darma Weda, 1996:18) menarik kesimpulan bahwa: 
 “Tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe 
penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk 
menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe”. 
 
Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa: 
“Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai 
kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah 
yang menyebabkan orang yersebut melakukan kejahatan.”  
 
Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali 
pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil 
pengaruhnya terhadap seseorang. 
 
b.    Teori Mental Tester 
Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. 
Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk 
membedakan penjahat dan bukan pejahat. 
 
Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa: 
“Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang 
yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan 
demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut 
atau menangkap serta menilai arti hukum”. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan 
otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang 
melakukan kejahatan. 
c.    Teori Psikiatrik 
Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan 
melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi  (Made Darma 
Weda, 1996:19) bahwa:  
“Teori ini Iebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan 
moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan.Teori psikiatrik ini, 
memberikan arti penting kepada kekacauan kekacauan emosional, 
yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena 
pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada 
kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh 
jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa 
mengingat situasi situasi sosial”. 
 
d.     Teori Sosiologis 
Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran 
yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis 
banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis.  
Teori ini menafsirkan kejahatan (Made Darma Weda, 1996:19) 
sebagai:  
“Fungsi lingkungan sosial (crime as a function of social 
environment).Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa 
kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti 
kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku 
jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah 
laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena 
orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya”. 
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6.    Teori Lingkungan 
Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. 
Menurut  Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) : 
“Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh 
faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan 
pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.” 
 
Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-
buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut 
pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.  
Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa: 
Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation.  
 
 
Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan 
kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. 
 
7.    Teori Biososiologi 
Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan 
lain-lain. Aliran biososilogi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari 
aIiran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan 
bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan 
psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.  
Menurut  Made Darma Weda, (1996:20) bahwa: 
“Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh 
sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, 
umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. 
Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan 
kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), 
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keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu 
negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan 
umum dan menghadapi sidang MPR”. 
 
8.   Teori NKK 
 Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang rnencoba menjelaskan 
sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering 
dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di 
masyarakat. 
 Menurut A S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa rumus 
teori ini adalah: 
N + K1 = K2 
Keterangan:     
       N       = Niat 
       K1     = Kesempatan 
       K2     = Kejahatan           
 
Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya 
niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak 
ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya 
meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula 
akan terjadi kejahatan. 
 
2.  Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan 
waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama.Semakin lama 
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kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat 
bahkan dibeberapa daerah dan sampai kekota-kota kecil. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua 
pihak,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai 
program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara 
yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 
Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey (Ramli 
Atmasasmita 1983:66) yang mengemukakan bahwa dalam 
crimeprevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang 
dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu : 
1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan 
Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan 
jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu 
pembinaan yang dilakukan secara konseptual. 
2. Metode untuk mencegah the first crime 
Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang 
akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal 
sebagai metode prevention (preventif). 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus 
berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 
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bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. 
Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan 
secara preventif dan represif. 
a. Upaya preventif 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. 
Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik 
penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam 
kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu 
diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. 
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena 
upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian 
khusus dan ekonomis. 
Barnest dan Teeters (Ramli Atmasasmita,1983:79) 
menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu: 
1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan 
untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau 
tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang 
dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah 
perbuatan jahat. 
2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan 
biologis dan psikologis atau kurang mendapat 
kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga 
dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis . 
 
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas 
menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila 
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keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang 
mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat 
dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan 
keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor 
biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. 
Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita 
melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita 
menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, 
juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam 
pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan 
ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya 
perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan 
kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan 
ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 
 
b. Upaya represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 
menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulanginya dan 
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orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang 
akan ditanggungnya sangat berat . 
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari 
sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana 
paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem 
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan 
kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang 
terangkai  dan berhubungan secara fungsional. 
Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan 
metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). 
Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini : 
1)    Perlakuan ( treatment ) 
Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan 
perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih 
menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam 
bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat 
yang ditimbulkannya. 
 
  Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul 
Syani (1987:139) yang membedakan dari segi jenjang berat dan 
ringannya suatu perlakuan,yaitu : 
a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, 
artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada 
orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam 
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perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum 
begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. 
b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak 
langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang 
menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan. 
 
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan 
ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan 
yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku 
kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan 
kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat 
seperti sedia kala . 
Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua 
tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran 
terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih 
buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari 
tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-
pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan 
pemerintah. 
 
2)    Penghukuman (punishment) 
Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk 
diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau 
terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu 
diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan 
dalam hukum pidana. 
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Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem 
pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan 
penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman 
dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang 
semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada 
pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 
Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo 
mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani (1987:141) 
sebagai berikut : 
“Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang 
mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang 
diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, 
tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat 
diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup 
sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat 
Indonesia”.    
    
Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana 
harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka 
pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar 
kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam 
masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang 
meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di 
masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga 
kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara 
menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan 
perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di 
sekitar tempat dia bertempat tinggal.  
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C. Pengertian Pengedaran Uang Palsu 
Peredaran uang palsu diatur dalam pasal 245 KUHP yang 
berbunyi: 
“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang 
kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan 
pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan, sebagai mata 
uang atau uang kertas atau uang kertas bank asli dan tidak 
dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan kedaerah 
Republik Indonesia mata uang atau uang kertas atau uang kertas 
bank yang demikian degan maksud untuk mengedarkan atau 
menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, 
dihukum dengan hokum penjara selama-lamanya lima belas tahun”. 
 
Dalam rumusan Pasal 245 tersebut di atas, ada 4 (empat) bentuk 
kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu: 
1.  Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang 
atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai 
mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu 
mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.  
Unsur-unsur objektif:  
1)  Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu;  
2)  Objeknya:  
a)  mata uang tidak asli atau dipalsu;  
b)  uang kertas negara tidak asli atau dipalsu;  
c)  uang kertas bank tidak asli atau dipalsu;  
 
3)  Tidak asli atau palsunya uang itu karena ditiru atau dipalsu 
olehnya sendiri;  
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Unsur subjektif:  
Dengan sengaja.  
2.  Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang 
kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai 
palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang 
atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.  
Unsur-unsur objektif:  
1)  Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu;  
2)  Objeknya: 
a)  mata uang tidak asli atau dipalsu;  
b)  uang kertas negara tidak asli atau dipalsu; 
c)  uang kertas bank tidak asli atau dipalsu; 
3)  Yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinya pada saat 
diterimanya; 
 Unsur subjektif:  
Dengan sengaja.  
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau 
memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara 
atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru 
atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk 
mengedakan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli 
dan tidak dipalsu.  
Unsur-unsur objektif:  
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1)  Perbuatan: 
a)  menyimpan;  
b)  memasukkan ke Indonesia;  
2)  Objeknya:  
a)   mata uang tidak asli atau dipalsu;  
b)  uang kertas negara tidak asli atau dipalsu;  
c)  uang kertas bank tidak asli atau dipalsu; 
3)  Yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri; 
Unsur subjektif:  
Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu.  
2. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau 
memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara 
atau uang kertas bank yang pada waktu diterimanya 
diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli 
dan tidak dipalsu.  
Unsur-unsur objektif:  
1)  Perbuatan:  
a)  menyimpan;  
b)  memasukkan ke Indonesia;  
2)  Objeknya:  
a)  mata uang tidak asli atau dipalsu;  
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b)  uang kertas negara palsu (tidak asli) atau dipalsu; 
c)  uang kertas bank tidak asli atau dipalsu;  
3)  Yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinya pada saat 
menerimanya.  
Unsur subjektif:  
Dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh 
mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.  
Bentuk pertama dan kedua memiliki persamaan dan perbedaan. 
Persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan, objeknya dan unsur 
kesengajaan. Perbedaannya, pada bentuk pertama ialah tidak aslinya 
atau palsunya uang itu disebabkan perbuatan meniru atau memalsu yang 
dilakukan olehnya sendiri. Berarti dalam bentuk pertama, sebelum 
perbuatan menegdarkan dilakukan, terlebih dahulu pelaku melakukan 
perbuatan meniru atau memalsu, perbuatan mana sama dengan 
perbuatan dalam Pasal 244.  
Pada bentuk kedua, tidak aslinya atau palsunya uang itu bukan 
disebabkan oleh perbuatan pelaku, tetapi oleh orang lain selain pelaku. 
Orang lain ini tidak perlu diketahuinya, melainkan pada waktu menerima 
uang itu ia mengetahui bahwa uang itu tidak asli atau dipalsu. 
Pengetahuannya itu harus ditujukan pada tidak asli atau palsunya uang 
dan bukan pada si pembuat palsunya uang. Kemudian bentuk ketiga dan 
bentuk keempat juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya 
terletak pada unsur-unsur perbuatan, objeknya dan unsur subjektif. 
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Perbedaannya sama dengan bentuk pertama, bahwa pada bentuk 
ketiga tidak asli atau palsunya uang itu disebabkan oleh perbuatan meniru 
atau memalsu yang dilakukannya sendiri. Berarti sebelum pelaku 
melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, ia 
terlebih dahulu melakukan perbuatan meniru atau memalsu terhadap 
uang itu. Pada bentuk ketiga selain harus terbukti perbuatan menyimpan 
atau memasukkan ke Indonesia, juga harus terbukti adanya perbuatan 
meniru atau memalsu yang dilakukan oleh orang yang sama.  
Sedangkan pada bentuk keempat, pelaku tidak melakukan 
perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang itu, yang melakukannya 
adalah orang lain, dan orang lain itu tidak perlu diketahui olehnya, 
melainkan pelaku pada waktu menerima uang itu mengetahui bahwa uang 
itu tidak asli atau dipalsu. Pengetahuan perihal tidak aslinya atau palsunya 
uang itu harus ada sebelum ia melakukan perbuatan menyimpan atau 
memasukkan ke Indonesia. Berarti dalam hal ini ada 2 (dua) sikap batin, 
yaitu ia mengetahui tentang tidak aslinya atau palsunya uang yang 
diterimanya, dan yang kedua sikap sengaja yang ditujukan pada 
perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu 
sebagai asli dan tidak dipalsu.  
Jika terjadi kejahatan bentuk pertama atau bentuk ketiga dengan 
sendirinya telah juga terjadi kejahatan Pasal 244. oleh karena bentuk 
pertama dan bentuk ketiga kejahatan Pasal 245 yang melarang perbuatan 
mengedarkan, menyimpan dan memasukkan ke Indonesia uang palsu 
39 
(tidak asli atau dipalsu) hasil dari perbuatan meniru atau memalsu dalam 
kejahatan Pasal 244 yang artinya telah terjadi 2 (dua) kejahatan sekaligus, 
dipandang dari sudut ini tampaknya tidak adil menetapkan ancaman 
pidana yang sama (maksimum 15 tahun penjara) bagi Pasal 244 dan 
Pasal 245. Bukankah kejahatan Pasal 245 lebih berat dari kejahatan 
Pasal 244, karena di dalam kejahatan Pasal 245 ada kejahatan Pasal 244, 
dan tidak ada kejahatan Pasal 245 di dalam kejahatan Pasal 244.  
Delik tersebut di atas yang mencantumkan syarat “dengan maksud 
untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan” dapat melemahkan 
penuntutan dalam hal uang palsu dimaksud belum diedarkan. Seyogianya 
dengan terpenuhinya unsur meniru atau memalsu uang, maka delik 
tersebut telah memenuhi unsur pemalsuan uang. Sedangkan unsur 
mengedarkan seyogianya merupakan unsur yang memberatkan.  
Dalam melihat kasus pemalsuan uang rupiah, hendaknya tidak 
terfokus pada timbulnya kerugian setelah uang palsu itu diedarkan, akan 
tetapi haruslah dilihat pula dari sisi lain, yaitu bahwa uang rupiah 
merupakan salah satu simbol kenegaraan, sehingga tindakan pemalsuan 
uang rupiah dapat pula dianggap sebagai kejahatan terhadap simbol 
negara. Oleh karena itu, meskipun belum diedarkannya uang palsu 
dimaksud seyogianya tidak menjadi alasan yang meringankan hukuman 
karena terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Seharusnya, yang 
menjadi fokus adalah dengan telah selesainya perbuatan memalsukan 
uang rupiah, maka kejahatan tersebut telah selesai dilakukan. Berkaitan 
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dengan hal itu, maka perbuatan mengedarkan uang palsu seharusnya 
adalah delik yang berdiri sendiri (terpisah dari perbuatan memalsukan 
uang), sehingga apabila pelaku pemalsuan uang juga sekaligus 
mengedarkan uang palsu tersebut, maka hukumannya harus lebih berat.  
Melihat dampak dari kejahatan terhadap mata uang, maka dalam 
Undang Undang tentang Mata Uang kelak, perlu dicantumkan ancaman 
pidana dan denda minimal agar tujuan pemidanaan lebih efektif yaitu 
untuk menimbulkan efek jera dapat dicapai. 
Namun, saat ini Pasal 244 dan 245 KUHP tersebut sebenarnya 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di Indonesia, di mana perlu 
disesuaikan bahwa uang kertas yang dikeluarkan oleh Pemerintah sudah 
tidak ada lagi. Hanya ada uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank (dalam 
hal ini Bank Indonesia) yang sah sebagai alat pembayaran di Negara kita 
(sebagaimana kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk 
mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas rupiah yang berlaku saat ini 
dalam Pasal 2 Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank 
Indonesia).  
Dari berbagai kasus kejahatan pemalsuan mata uang rupiah, 
hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini relatif rendah, 
padahal patut untuk dipahami bahwa kejahatan pemalsuan uang 
nampaknya sebagian besar merupakan 
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a)  Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan 
kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat 
mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;  
b)  Pemalsuan mata uang rupiah pada umumnya dilakukan oleh 
para residivis. Hal ini kemungkinan dikarenakan hukuman yang 
dijatuhkan bagi para pelaku sangat ringan;  
c)  Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses 
yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku kejahatan 
pemalsuan uang tersebut dilakukan oleh orang-orang yang 
memiliki keahlian khusus.  
Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan mata uang rupiah perlu 
diberi hukuman yang berat (setimpal) dengan mempertimbangkan 
lamanya jangka waktu beredarnya suatu emisi uang rupiah. Hukuman 
bagi pemalsu uang dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang 
agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tersebut tidak 
dapat melakukan pemalsuan lagi terhadap uang rupiah dengan emisi 
yang sama. Selain itu, pidana penjara saja tidak cukup untuk 
menimbulkan efek jera, oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu 
ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil 
yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. 
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D. Anak sebagai Pelaku Kejahatan 
Pengertian anak menurut Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 45 
KUHP yang mendefenisikan mengenai batas pertanggungjawaban pidana 
untuk anak yang belum dewasa atau anak yang umurnya belum cukup 16 
(enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini 
telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Peradilan  Anak. 
Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat 1 didefenisikan bahwa anak 
yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya. 
Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau 
belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau 
bertindak. 
Menurut Subekti (1991:44),bahwa anak dikatakan di bawah umur 
atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Belum berumur 16 (enam belas) tahun. 
b. Belum kawin, apabila telah kawin sebelum berumur 16 (enam 
belas tahun), berarti ia dikatakan telah dewasa dan apabila 
perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) 
tahun, maka ia tidak kembali seperti semula tetapi dianggap 
telah dewasa. 
c. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya. 
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Dalam hukum adat tidak ditemukan ketentuan yang dengan tegas 
menetapkan batas umur kedewasaan, hal ini disebabkan karena hukum 
adat Indonesia yang tidak tertulis. Tetapi menurut para pakar hukum adat 
Indonesia ukuran kedewasaan adalah : 
a. Dapat bekerja sendiri  
b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat  
c. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri 
d. Telah menikah  
e. Berusia 21(dua puluh satu) tahun  
Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan maka penulis 
juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai 
berikut : 
1. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
ayat (1) menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan.” 
2. Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Peradilan  Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat 
(1) sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
kawin.” 
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3. Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
ayat (2) sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.” 
4. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, anak didefenisikan dalam Pasal 1 ayat (5) 
sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di 
bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 
demi kepentingannya.” 
5. Pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-hak Anak 
(Convention on The Right of The Child). 
Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan 
pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak 
menurut konvensi hak anak adalah sebagai berikut : “Anak adalah setiap 
manusia di bawah umur 18(delapan belas) tahun kecuali menurut undang-
undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” 
Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia di katakan 
belum dewasa maka penulis akan uraikan beberapa pengertian tentang 
anak sebagai berikut : 
1. Menurut Hukum Pidana : 
Pengertian anak menurut hukum pidana terdapat dalam 
pasal 45 KUHP yang mendefenisikan mengenai batas 
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pertanggungjawaban pidana untuk anak yang belum dewasa atau 
anak yang umurnya belum cukup 16 (enam belas ) tahun. Pasal 
ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah di cabut oleh 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 
2. Menurut Hukum Perdata : 
Pasal 330 ayat 1 KUHperdata menyatakan bahwa anak 
yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya. 
3. Menurut Hukum Islam : 
Menurut hukum, islam anak di sebut orang yang belum 
baliq atau belum berakal dimana mereka di anggap belum cakap 
untuk berbuat atau bertindak.  Menurut Sukaiman Rasyid 
(1983:320) seseorang di katakan baliq atau dewasa apabila telah 
memenuhi satu dari sifat di bawah ini : 
 Telah berumur 15 (lima belas) tahun 
 Telah keluarair mani bagi laki-laki 
 Telah datang haid bagi perempuan 
Menurut Subekti (1991:44), bahwa anak di katakan di bawah umur 
atau belum dewasa apabila memenuhi kritia sebabgai berikut ; 
a. Belum berumur 16 (enam belas) tahun. 
b. Belum kawin, apabila telah kawin sebelum berumur 16 (enam 
belas) tahun berarti ia di katakan telah dewasa dan apabila 
perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) 
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tahun, maka ia telah kembali seperti semula tetapi di anggap 
telah dewasa. 
c. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya. 
 
4. Dalam hukum adat tidak di temukan ketentuan yang dengan tegas 
menetapkan batas umur kedewasaan, hal ini di sebabkan karena 
hukum adat Indonesia yang tidak tertulis. Tetapi menurut para 
pakar hukum adat Indonesia ukuran kedewasaan adalah : 
1. Dapat bekerja sendiri 
2. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat 
3. Dpat mengurus harta kekayaannya sendiri 
4. Telah menikah 
5. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun. 
Selain pengertian anak di atas yang telah di jelaskan, maka penulis 
juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai 
berikut : 
1. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak pengertian anak tercantum dalam pasal 1 
ayat (1) menyatakan bahwa :  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.” 
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2. Di dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
peradilan anak, pengertian anak tercantum dala pasal 1 ayat (1) 
sebagai berikut : 
“Anak adalah adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 
 
3. Di dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 
aya (2) sebagai berikut : 
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun.” 
 
4. Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, anak di defenisikan dalam pasal 1 ayat (5) 
sebagai berikut : 
“Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya”. 
 
5. Pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-hak anak 
(convention on the right of the child). 
“Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda 
dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-
undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak adalah 
sebagai berikut : “ Anak adalah setiap manusia yang di bawah 
umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang 
yang berlaku pada anak , kedewasaan dicapai lebih awal”. 
Sedangkan Pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah 
anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan 
jahat (tindak pidana menurut kitab undang-undang ukum 
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pidana) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri 
yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban  
misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, 
perdagangan anak,pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan 
sebagainya oleh ibu, bapak dan saudaranya serta anggota 
masyarakat di sekitarnya (Arif gosita,2004:261) diantara sekian 
banyak pengertian anak yang telah di kemukakan maka dalam 
tulisan ini pengertian anak yang di gunakan penulis adalah 
pengertian anak menurut undang-undang perlindungan anak 
yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Dalam unfang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak 
anak agar dapat hidup tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi pada Kantor 
Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut 
karena pada lokasi tersebut cukup tersedia data dan sumber data yang 
dibutuhkan di dalam penelitian ini. 
B. Teknik penelitian 
Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian kepustakaan (library search) 
Penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang 
merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai 
pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara 
menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku 
ilmu hukum, tulisan-tulisan ilmu hukum, majalah, laporan media 
cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan 
permasalahan yang sedang penulis teliti. 
2. Peneitian lapangan (Field Search) 
Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara peneliti mendatangi langsung objek dan sumber-sumber data 
(informasi) penelitian. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan 
menggunakan instrument wawancara dan observasi. 
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C. Jenis Dan Sumber Data 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis data 
meliputi : 
a. Data Primer  
Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara 
secara langsung terhadap masalah yang dibahas dengan pihak-
pihak yang terkait, sehubungan dengan penulisan skripsi ini. 
b. Data Sekunder 
Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni 
dengan mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau 
kitab-kitab bacaan baik dari perpustakaan maupun dari toko-toko 
buku yang ada hubungannya atau relevansinya dengan 
pembahasan skripsi ini, serta mempergunakan sumber-sumber 
lain yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya dengan melalui 
penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap 
objek yang menjadi sampel penelitian.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Teknik wawancara (interview) yaitu penulis melakukan wawancara 
atau tanya jawab dengan pihak pengadilan dan pihak yang terkait 
dalam perkara penganiayaan terhadap bapak kandung ini guna 
memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 
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2. Teknik Dokumentasi (archivel methode) yaitu penulis mengambil 
data-data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diberikan 
oleh pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan yang 
dibahas.  
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan pun analisis kualitatif, 
dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul 
dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis 
secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar 
pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya 
analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Sosio-Yuridis Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak 
Melakukan Kejahatan Pengedaran Uang Palsu 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu contoh kasus yang 
di ambil dari Pengadilan Negeri Makassar (Putusan Nomor 
375/Pid.B/2011/PN.Mks). 
Tersangka dalam kasus ini dengan sengaja mengedarkan mata 
uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau 
dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima diketahui palsu atau 
dipalsukan ataupun menyimpan memasukkan ke daerah RI, sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 245 KUHPidana sehingga tersangka diproses di 
Polsek Biringkanaya. 
Latar belakang terjadinya kejahatan ini, pada hari Selasa tanggal 
15 Februari 2011 sekitar jam 17.15 WITA di Wilayah Kec. Tamalanrea 
terlah terjadi kesepakatan mengedarkan uang palsu antara Lk. Awaluddin 
dengan Lk. Rio dimana kesepakatan tersebut berawal dari usaha 
tersangka Lk. Yusril memperkenalkan mereka berdua untuk melakukan 
kejahatan mengedarkan uang palsu.Tersangka Lk. Yusril mengaku telah 
memperkenalkan Lk. Awaluddin dengan Lk. Rio dengan maksud untuk 
mengedarkan uang palsu yang dimiliki oleh sepupuhnya yaitu Lk. 
Awaluddin.Maksud dan tujuan tersangka memperkenalkan antara Lk. 
Awaluddin dengan Lk. Rio yaitu untuk membantu sepupuhnya Lk. 
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Awaluddin mengedarkan uang palsu yang dimiliki Lk. 
Awaluddin.Keterangan tersangka telah mengakui perbuatannya telah 
membantu / member kesempatan kepada Lk. Awaluddin dengan Lk. Rio 
untuk melakukan suatu kejahatan mengedarkan uang palsu tersebut yang 
juga telah didukung oleh kedua keterangan saksi dimana keterangan 
tersangka dan saksi telah saling bersesuaian sehingga tersangka patut 
diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu 
memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan 
kejahatan mengedarkan uang palsu sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 245 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke 2e KUHPidana. 
Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak tersebut, yaitu 
pertama terhadap dirinya sendiri, anak tersebut berstatus tahanan Polsek 
Biringkanaya dalam rangka menjalani proses hukum atas kejahatan yang 
dilakukannya sehingga tidak dapat mengikuti pelajarannya disekolah 
seperti biasa. Kedua terhadap keluarganya, dampak dari perbuatan yang 
dilakukan anak terhadap keluarganya dalam hal ini orang tua anak 
merasa direpotkan dan tidak tenang karena selalu memikirkan anaknya 
akan sanksi hukum yang akan diterimanya. Ketiga terhadap korban, pihak 
korban merasa dirugikan sehingga tetap mengharapkan permasalahan ini 
agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.  Dan terakhir terhadap 
lingkungan masyarakat, masyarakat dilingkungan tempat tinggal anak 
sangat menyayangkan dan prihatin atas perbuatan anak terlibat 
mengedarkan uang palsu. 
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Dari contoh kasus di atas, penulis mengidentifikasi beberapa faktor 
yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pengedaran uang palsu. 
1. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan 
Tidak dapat disangkal bahwa peranan pendidikan sangat besar 
pengaruhnya yang dilakukan oleh pembentukan watak pribadi seseorang. 
Individu yang berpendidikan kemungkinan lebih tabah dalam menghadapi 
problema sosial disekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang 
berpendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi sosial dimana 
dia berada. Hal ini kemungkinan disebabkan dalam mencari nafkah, 
kemudian ditambah kurang berfikir kritis dalam menyikapi sekitarnya. 
Dalam kajian kriminologi kejahatan dan deliguensi dapat pula 
merupakan akibat dari pada kurang pendidikan dan kegagalan lembaga 
pendidikan, sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi 
lingkungan keluarga. 
Memang jika membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun 
akan sampai pada suatu kesan bahwa, misi atau tujuan utama pendidikan 
adalah untuk mewujudkan realisasi transformasi nila-nilai budaya yang 
baik dan benar, dari generasi ke generasi berikutnya.  
Dengan demikian, sekolah memegang peranan penting dalam 
kehidupan setiap diri manusia dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. 
Hal ini juga sering dikemukakan ahli kriminlogi bahwa, sekolah merupakan 
wadah untuk memupuk manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi 
pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Disamping itu, sekolah pun 
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berfungsi sebagai lembaga yang mampu untuk mencegah terjadinya 
kejahatan. 
Satu hal yang perlu dikemukakan bahwa, walaupun pendidikan 
kurang berhasil, namun tak secara mutlak dapat dikatakan faktor utama 
penyebab terjadinya kejahatan pengedaran uang palsu yang dilakukan 
oleh anak. 
 
2. Faktor Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat 
Mungkin ada benarnya kalau dikatakan bahwa seseorang dalam 
suasana buruk, takberes dirumah, merupakan halangan besar bagi 
seseorang untuk mencapai kedewasaan fisik. Oleh karena itu lingkungan 
adalah pokok utama yang merupakan penggemblengan bagi seseorang 
menjadi manusia berkepribadian luhur.  
Dengan demikian berhasil tidaknya seseorang sangat tergantung 
pada lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. 
Sebagaiman yang dikemukakan oleh Ruth, S, Cavan (Bawengan, 1977 : 
90) bahwa : 
1. Lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang 
pertama – tama dihadapai oleh setiap anak, oleh karena itu 
maka lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai 
permulaan pengalaman untuk mengahadapi suatu masyarakat 
yang lebih luas lagi. 
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2. Bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang 
bertugass menyiapkan kepentingan – kepentingan setiap hari 
dan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh anak. 
3. Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama 
yang dihadapi oleh anak dan arena itu menerima pengaruh – 
pengaruh emosional dari lingkungan itu 
Jadi sebenarnya lingkunganlah yang menjadi penyebab terjadinya 
kesalahan – kesalahan berfikir oleh anak I( Intelectual cul de suck ) karena 
perlu kita ketahui bahwa didilam diri anak terdapat sisi batin jahat (actus 
reus mens rea). 
3. Faktor Kondisi Sosial Ekonomi 
Keadaan yang digambarkan tersebeut dapat dimengerti proses – 
proses sosial ekonomi yang dialami warga masyarakat, meliputi pula 
dinamika sosial yang melatar belakangi perbuatan – perbuatan jahat. 
Pada golongan masyarakat tertentu, khususnya lapisan tertentu, 
khususnya lapisan masyarakat yang berstatu sosial – ekonomi rendah 
yang kini merupakan mayoritas penghuni lembaga – lembaga 
pemasyarakatan di Kota Makassar. Singkatannya, kejahatan pengedaran 
uang palsu yang dilakukan oleh anak dalam hak ini pelakunya tidak 
terlepas dari kondisi sosial ekonomi yang tengah berlangsung dan 
mengkomodasi bentuk – bentuk sikap serta perilaku warga masyarakat 
yang bersangkutan. 
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Dalam pembicaraan mengenai keterkaitan struktur sosial ekonomi 
dengan masalah pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh 
anak, kiranya menarik untuk diperhatikan pandangan kriminolog bahwa, 
kondisi sosial ekonomi memang mempunyai pengaruh terhadap timbulnya 
kejahatan, seperti pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Namun harus 
diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari 
jumlah faktor – faktor lain yang juga member perangsang dan dorongan 
ke arah kriminalitas. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapatlah ditarik suatu 
kesimpulan bahwa, akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang 
akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya, walaupun pekerjaan yang dilakukan itu bertentangan 
dengan undang – undang. Akan tetapi apakah dengan mengakui dan 
menyadari hal itu, akan membuat mereka untuk hidup lebih baik. Inilah 
tantangan yang selalu dihadapi oleh pelaku kejahatan yang dilakukan oleh 
anak yang terjadi di Kota Makassar. 
 
B. Upaya Penanggulangan Aparat Kepolisian terhadap Anak yang 
Melakukan Kejahatan Pengedaran Uang Palsu 
Kejahatan selalu ada seperti halnya penyakit dan kematian yang 
selalu berulang seperti juga dengan musim yang akan berganti dari tahun 
ke tahun. Kejahatan di dunia tidak dapat dihapuskan sekaligus, namun 
manusia hanya dapat berusaha untuk memperkecil atau mengurangi 
kejahatan sebagai penyakit dalam masyarakat. Kejahatan dalam 
58 
masyarakat sama halnya dengan pergantian musim yang tidak dapat 
dihindari manusia sebagai keadaan alamiah. 
Memperhatikan ringkasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
kejahatan itu tidak mungkin bisa lenyap di muka bumi ini, sepanjang dunia 
masih dihuni oleh makhluk sosial. 
Sehubungan dengan uraian tersebut, kejahatan pengedaran uang 
palsu yang dilakukan oleh pelaku khususnya anak yang terjadi di Kota 
Makassar, tidak bisa dihapuskan seluruhnya, melainkan jenis kejahatan itu 
frekuensinya hanya dapat diturunkan dengan kerja keras secara terpadu 
dari seluruh aparat penegak hukum yang ada didaerah tersebut. 
Guna menanggulangi kejahatan pengedaran uang palsu yang 
dilakukan oleh anak, tidaklah mudah untuk mencari upaya atau cara yang 
terbaik. Namun dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat dapat 
bekerjasama secara sistematis, berencana, seperti membuat lembaga – 
lembaga ditiap kelurahan atau organisasi – organisasi yang membuat 
anak melakukan hal – hal positif dan terarah kepada tujuan untuk menjaga 
agar tidak dapat menimbulkan kejahatan. 
Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak 
seperti kejahatan pengedaran uang palsu merupakan masalah yang 
cukup rumit, yang mengenai sebab-sebab terjadinya amat 
beranekaragam, dan mempunyai suatu fenomena sosial yang dihadapi 
masyarakat, baik yang ada diperkotaan maupun yang ada dipedesaan, 
seperti yang biasa terjadi di Wilayah Kota Makassar.  
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Kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut berkembang, 
menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi ditengah-tengah 
masyarakat. Dari tahun ketahun perkembangan kejahatan yang dilakukan 
oleh anak adalah sangat relatif, tergantung dari banyak hal. Oleh karena 
itu, cara penanggulangannya juga sangat bervariasi dan disesuaikan pula 
dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat. Jadi 
relatif dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kebudayaan 
serta pemerintahan dalam kebijaksanaannya turut pula mempengaruhi 
cara-cara penanggulangan kejahatan pengedaran uang palsu khususnya 
yang dilakukan oleh anak. 
Guna menanggulangi kejahatan pengedaran uang palsu yang 
dilakukan oleh anak, memang tidaklah mudah untuk mencari cara yang 
terbaik. Namun dalam hal ini, baik orang tua, masyarakat, pemerintah 
maupun aparat selaku penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah 
yang cukup memadai didalam  mengupayakan kejahatan yang dilakukan 
oleh anak yang terjadi di Kota Makassar. Upaya tersebut dapat dibedakan 
atas beberapa bagian, antara lain : 
1. Tindakan Preventif, yakni upaya-upaya yang dilakukan dalam 
menanggulangi sebelum kejahatan dilakukan oleh anak 
tersebut. 
2. Tindakan Represif, yakni upaya-upaya yang dilakukan dalam 
menanggulangi setelah kejahatan dilakakun oleh anak tersebut. 
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3. Tindakan Rehabilitasi, suatu upaya-upaya yang dilakukan 
dengan perbaikan atau pembinaan – pembinaan lanjutan 
terhadap anak yang melakukan kejahatan, agar anak tersebut 
sadar dan menyesali perbuatan jahatnya serta dapat pula 
diterima kembali secara wajar di tengah-tengah masyarakat. 
 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif ini lebih menguntungkan dari pada yang bersifat 
represif dan rehabilitasi, dengan pertimbangan bahwa upaya preventif 
atau pencegahan tidak selalu memerlukan organisasi yang rumit dan 
birokratis yang sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau 
kekuasaannya. Upaya pencegahan, juga lebih ekonomis atau dengan 
kata lain untuk melayani orang dalam jumlah yang besar tidak 
memerlukan banyak tenaga dan biaya. Hal ini sejalan dengan yang 
dikemukakan Soejono (1986 : 216) bahwa, “mencegah kejahatan lebih 
baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang yang baik 
kembali, lebih baik disini berarti lebih murah dan lebih mencapai tujuan”. 
Tindakan preventif meliputi segala daya upaya untuk mencegah 
terjadinya kejahatan, dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh anak, 
mempersempit ruang geraknya, mengurangi dan memperkecil terhadap 
aspek-aspek kehidupan yang lain. Disini terkandung pengertian bahwa 
setiap orang, terutama anak harus dijauhkan dalam kejahatan tersebut. 
Bilamana ada gejala-gejala kejahatan, maka kemungkinan ada 
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kesempatan untuk berkembang segera dapat diperkecil dengan cara-cara 
yang berhasil dan tepat guna. 
Seorang anak yang sering melakukan kejahatan, dikarenakan anak 
tersebut mungkin telah lama berkecimpung dalam suatu daerah yang 
banyak terdapat remaja yang tergolong jahat, atau terbiasa bergaul 
dengan penjahat-penjahat (orang yang suka berbuat jahat). Dengan 
demikian, anak tersebut mencapai kematangan pribadi sebagai seorang 
penjahat dan kejahatan tersebut sudah tidak dapat dipisahkan dengan 
pribadinya. 
Dari proses kematangan pribadi, seorang anak mulai melakukan 
kejahatan yang ringan, kemudian sampai pada hal-hal yang tergolong 
berat, dari yang jarang kepada yang sering, dari yang iseng menjadi 
kesukaan bahkan menjadi pekerjaan sehari-harinya. Oleh karena itu, 
dalam upaya menanggulangi kejahatan apa saja yang dilakukan oleh 
anak, paling tidak meminimalisir tingkat kualitas dan kauntitasnya, 
diperlukan pengetahuan yang cukup tentang latar belakang timbulnya 
seseorang menjadi jahat. Maka dari itu, dituntut dan diperlukan 
keikutsertaan semua pihak, baik orang tua, remaja, guru di sekolah, 
pemerintah, tokoh agama/masyarakat. 
Tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat dalam rangka 
menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya, 
antara lain : 
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a. Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada orang tua anak 
melalui pelaksanaan program LKMD sebagai bentuk organisasi 
yang paling sederhana pada tingkat kelurahan dengan 
memberikan penyuluhan kepada orang tua/wali anak terhadap 
pentingnya hubungan keakraban antara orang tua dengan anak, 
pembinaan keagamaan, mental dan budi pekerti yang baik 
kepada anak remaja; 
b. Dijalin kerjasama antara guru dan orang tua/wali yang sehat, 
dalam segala tingkat perkembangan masa sekolah, terutama 
tingkat sekolah menengah pertama dan atas, baik dalam proses 
belajar disekolah maupun diluar sekolah; 
c. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan keterampilan praktis 
bagi kehidupan ekonomi remaja, berupa kursus-kursus dan 
keterampilan lain. 
 
2. Upaya Represif 
Upaya represif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi suatu tindakan kejahatan, dalam hal ini kejahatan yang 
dilakukan oleh anak di Wilayah Kota Makassar setelah tindakan kejahatan 
terjadi. 
Pada prinsipnya, setiap tindakan bentuk-bentuk kejahatan yang 
dilakukan oleh para anak dalam proses bagaimanapun, harus bersifat 
mendidik dan menolong anak agar menyadari akan perbuatannya dan 
kembali mendapat harga diri, sehingga anak tersebut bukan saja 
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menolong dirinya sendiri, tetapi juga telah membantu petugas hukum atau 
pemerintah untuk mencari jalan dan cara-cara pemecahan atau solusi 
yang tepat terhadap masalah-masalah kejahatan yang dilakukan oleh 
anak. 
Adapun ruang lingkup tindakan represif yang dilakukan aparat 
adalah kegiatan-kegiatan khususnya wilayah/daerah yang rawan akan 
terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, antara lain : 
1. Razia  
Yaitu tindakan yang dilakukan pada tempat-tempat yang dapat 
dijadikan sebagai tempat untuk berbuat jahat oleh seorang 
anak. 
2. Pengusutan/penyidikan 
Dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap kejahatan yang 
dilakukan oleh anak, prinsip-prinsip yang diperhatikan oleh 
aparat dan jajarannya, yaitu diperhatikan dan dipertimbangkan 
dalam prosesnya, antara lain : 
 Pengusutan/penyidikan segera dilakukan bilamana menurut 
pertimbangan yang perlu dilaksanakan. 
 Dalam melakukan interogasi dilakukan secara kekeluargaan. 
 Dalam pemeriksaan, anak yang diduga melakukan 
penyimpangan hukum termasuk kejahatan pengedaran uang 
palsu, diharuskan agar didampingi oleh orang tua/walinya 
bila hal itu dianggap perlu atau atas permintaan anak yang 
diperiksa. 
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3. Upaya Rehabilitasi 
Upaya rehabilitasi atau kuratif adalah upaya-upaya perbaikan dan 
pembinaan secara khusus,diartikan sebagai kelanjutan usaha untuk 
memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku remaja yang melakukan 
kejahatan dalam hal ini kejahatan pengedaran uang palsu, dengan tujuan 
agar anak tersebut dapat memperoleh kembali kedudukan yang layak 
ditengah-tengah pergaulan sosial dan berfungsi secara wajar. 
Anak yang melakukan kejahatan harus diperbaiki kembali sikap, 
tingkah laku kondisi jiwa dan alam pikirannya. Oleh karena itu, tujuan dari 
pada pembinaan ini adalah mengutamakan kepentingan hari depan anak 
maka apa yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan jiwa anak, 
kesadaran dan  ketaatan, kembali pada aturan hukum dan tata nilai yang 
berlaku, adalah berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan orang 
dewasa yang melakukan perbuatan tindak pidana. 
Usaha pembinaan khusus anak dimulai sejak anak itu diketahui 
berbuat jahat, kemudian mengalami tindakan represif. Dalam proses mana 
terhadap anak yang bersangkutan diputuskan untuk dibina kembali secara 
khusus sampai ia dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau 
diarahkan kepada pekerjaan atau pendidikan yang sesuai dengan 
kemampuan atau bakatnya. 
Pembinaan khusus dalam proses terakhir terhadap pelaku 
kejahatan pengedaran uang palsu, bekerjasama dengan instansi-instansi 
dan departemen-departemen sosial, adalah meliputi sebagai berikut; 
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 Memberikan bimbingan penyuluhan hukum yang dilakukan 
pihak kopolisian dan departemen kehakiman yang ditujukan 
kepada peningkatan akan kesadaran hukum; 
 Memberikan bimbingan dan dorongan kepada anak, dalam 
mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, 
misalnya dalam bidang olahraga, seni dan sebagainya. 
Memberikan bimbingan dan penyuluhan yang ditujukan pada 
perbaikan mental dan prilaku anak, melalui ceramah-ceramah 
agama, belajar dan lomba baca Al-Quran, serta menanamkan 
prinsip-prinsip ketaatan beragama kepada anak. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengedaran 
uang palsu yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, adalah : 
 Faktor kondisi ekonomi sosial; 
 Faktor rendahnya tingkat pendidikan; 
 Faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 
2. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi 
masalah kejahatan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh 
anak pada umumnya di Kota Makassar adalah : 
1.  Upaya yang bersifat Preventif: 
 Mengadakan sistem keamanan lingkungan. 
 Meningkatkan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah 
setempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan 
pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh anak. 
Mengadakan penyuluhan agama, dan penyuluhan hukum. 
2. Upaya yang bersifat Represif 
 Melakukan penangkapan dan penahanan 
 Melakukan razia, yang dilakukan secara terpadu dengan 
instansi-instansi yang terkait 
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 Melakukan pembinaan untuk para pelaku kejahatan 
tersebutUpaya Rehabilitasi/Kuratif 
a. Pembinaan khusus untuk anak dimulai sejak anak itu 
melakukan kejahatan, kemudian telah mengalami tindakan 
represif. 
b. Setelah ada keputusan dari kasus kejahatan yang dilakukan 
oleh anak, maka ia akan dibina secara khusus dan 
mendalam oleh pihak yang berwenang, sampai sang anak 
dikembalikan kepada orang tua/walinya, dan tidak menutup 
kemungkinan sang anak akan diarahkan kepada perbuatan 
yang baik dan tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya 
tersebut. 
 
B. Saran 
1. Memperhatikan kesimpulan tersebut diatas berkenaan dengan 
kejahatan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh anak 
yang terjadi di Kota Makassar, disarankan kepada semua pihak, 
baik orang tua/wali, pemerintah maupun masyarakat 
meningkatkan kerjasama secara terpadu dan sistematis dengan 
memprioritaskan langkah-langkah atau upaya preventif. Di 
samping upaya lainnya dalam menanggulangi potensi kejahatan 
yang dilakukan oleh anak. 
2. Meningkatkan peningkatan mental dan perilaku anak melalui 
pengaktifan kembali organisasi kemasyarakatan dan organisasi 
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kepemudaan sebagai wadah untuk menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat secara positif, khususnya 
dikalangan anak, seperti pembentukan anak remaja masjid dan 
organisasi yang terkoordinir secara rapi dan baik. 
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